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NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (KOMNAS HAM)
DAN

THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND
CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)

TENTANG

KERJA SAMA DALAM MEMPROMOSIKAN HUBUNGAN ANTARA TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Nota Kesepahaman ini dibuat oleh Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (yang
selanjutnya akan disebut sebagai “Komnas HAM”) dan United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (yang selanjutnya disebut sebagai “UNESCO”). Komnas HAM dan
UNESCO selanjutnya secara kolektif disebut sebagai “Para Pihak’”.

Para Pihak dalam Nota Kesepahaman ini:

Menimbang Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang
mengakui peran Komnas HAM dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia di
Indonesia.

Mencatat Prinsip-prinsip Paris (The Paris Principles,1993) mengenai Institusi Nasional Hak
Asasi Manusia dan Deklarasi Merida (2015) mengenai Peran Institusi Nasional Hak Asasi
Manusia dalam melaksanakan Agenda 2030 tentang Pembangunan Berkelanjutan.

Mengakui bahwa Agenda 2030 membentuk kerangka pembangunan saat ini dan
menempatkan hak asasi manusia internasional sebagai inti dari 17 Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, yang selanjutnya disebut sebagai
‘SDGs"), yang dirancang untuk ‘tidak meninggalkan siapapun” dalam upaya-upaya
pewujudan tujuan pembangunan

Mengetahui langkah-langkah signifikan yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam
mewujudkan SDGs, dengan membentuk Sekretariat SDGs dan mengelaborasi indikator-
indikator yang merefleksikan prioritas-prioritas pembangunan nasional, yang berfokus
pada pengentasan kemiskinan, pengurangan ketidaksetaraan, dan promosi perdamaian,
keadilan, institusi yang kuat, dan aksi nyata perubahan iklim.

Mengakui adanya hubungan yang saling menguntungkan antar SDGs dan hak asasi
manusia di Indonesia, di mana hak asasi manusia menyediakan pemahaman dan
panduan dalam menangani tujuan-tujuan yang kompleks dan multidimensional dari
Agenda 2030, sementara SDGs dapat berperan sebagai instrument yang nyata dan
berorientasi hasil terhadap pewujudan hak asasi manusia.
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Mengetahui bahwa untuk merealisasikan Agenda 2030 diperlukan arsitektur akuntabilitas
yang kuat yang dibentuk agar masyarakat sipil dapat mengawasi perkembangan yang
ada demi rakyat Indonesia, dan untuk menjadikan pemerintah bertanggung jawab.

Menekankan adanya kebutuhan akan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam
koleksi, produksi, analisa, dan diseminasi data yang digunakan untuk mengawasi
perkembangan menuju SDGs, khususnya yang berhubungan dengan individu-individu
dan kelompok-kelompok yang mengalami diskriminasi

Para Pihak dengan ini menyetuijui:

Pasal 1
Tujuan

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk memfasilitasi hubungan antara Komnas
HAM dan UNESCO dalam mempromosikan dan mendorong kerja sama di bidang hak asasi
manusia pada umumnya, dan dalam menerapkan pendekatan hak asasi manusia pada
pelaksanaan SDGs pada khususnya

Pasal 2
Area Kerja Sama

Para Pihak melakukan kolaborasi di dalam area-area berikut:

1. Konsultasi Para Pemangku Kepentingan dan Lokakarya Mengenai Hak Asasi
Manusia dan SDGs—yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 26-27 April 2017 di
Jakarta, Indonesia. Acara ini akan mempertemukan perwakilan-perwakilan lembaga
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah nasional, dan masyarakat sipil di Indonesia
untuk mengidentifikasi hubungan antara SDGs dan hak asasi manusia, dengan
menggunakan kerangka analitis dan pengetahuan global yang berkembang di bidang ini.
UNESCO akan menanggung biaya-biaya yang berkaitan dengan penyediaan tempat dan
undangan bagi para ahli. Komnas HAM akan berkontribusi dalam diskusi-diskusi tematik
yang relevan di dalam acara tersebut.

2. Alat (tool) berbasis web tentang SDGs dan Hak Asasi Manusia — too/ ini dibentuk
dalam kerangka proyek United Nations Development Group (UNDG) dalam mempromosikan
pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap perencanaan pembangunan di Indonesia.
Alat ini dibangun berdasarkan atas kerangka analitis yang menghubungkan SDGs, targetnya,
dan indikator-indikator nasional yang relevan dengan kewajiban pemenuhan hak asasi
manusia yang tertera di dalam hukum di tingkat nasional dan perjanjian-perjanjian
internasional.

Tool ini memiliki desain yang fleksibel dan dapat dikembangkan dan dimodifikasi
berdasarkan kebutuhan. Saat ini fool tersebut terdiri dari 9 SDGs, sedangkan 8 SDGs
lainnya belum dianalisis dan diintegrasikan di dalam alat tersebut.

Komnas HAM akan menjadi host dari tool ini di dalam server-nya dan akan menyediakan
akses gratis kepada fool tersebut di dalam laman web Komnas HAM, dan dalam kerja sama
dengan UNESCO akan mengeksplorasi cara-cara untuk mempromosikan penggunaan tool
berbasis web ini untuk tujuan pengawasan dan advokasi oleh masyarakat sipil maupun
organisasi non pemerintah.

3. Inisiatif-inisiatif mengenai Hak Asasi Manusia dan SDGs. Pengimplementasian
kerangka SDGs nasional beserta pertimbangan-pertimbangan mengenai hak asasi manusia
dalam proses pencapaian SDGs tersebut akan terus berlanjut selama berlakunya Agenda
2030. Sebagai konsekuensinya, kebutuhan akan sebuah mekanisme pertanggungjawaban
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pemerintah yang dapat dipakai oleh masyarakat sipil untuk membantu mengawasi
perkembangan pencapaian SDG akan terus berlanjut.

Secara spesifik, permintaan akan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam
pengumpulan, produksi, analisa, dan diseminasi data yang digunakan untuk memonitor
perkembangan menuju SDGs akan terus ada, khususnya dalam hubungannya dengan hak-
hak individu dan kelompok yang mengalami diskriminasi. Oleh karenanya dibutuhkan
pembangunan kapasitas bagi masyarakat sipil untuk dapat melibatkan diri mereka dalam
proses advokasi dan monitoring.

Dengan ini Komnas HAM sebagai institusi nasional hak asasi manusia dan UNESCO
sebagai Chair dari United Nations Country Team Human Rights Working Group akan terus
berkolaborasi dalam mengumpulkan dana dan perancangan desain proyek untuk
mempromosikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam perencanaan
pembangunan dan implementasi kebijakan di Indonesia.

Pasal 3
Pendanaan

Semua pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan
ditentukan oleh Para Pihak sesuai dengan kebutuhan. Pendanaan tersebut akan diupayakan
oleh Para Pihak melalui prosedur yang bersifat legal dan tidak terikat, yang menjamin
kebebasan dari Para Pihak.

Pasal 4
Penggunaan Nama dan Lambang UNESCO dan Komnas HAM

Masing-masing Pihak tidak boleh menggunakan nama maupun lambang dari Pihak lain,
ataupun singkatan dari nama Pihak lain, untuk aktivitas-aktivitas atau tujuan-tujuan lain
tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing Pihak pada masing-masing kasus.

Pasal 5
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Para Pihak harus berbagi hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan
pengembangan kerja sama teknis, pengembangan produk dan jasa yang dibuat sebagai
bagian dari persiapan ataupun realisasi dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam
kerangka Nota Kesepahaman ini, sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui bersama.

Pasal 6
Hak Istimewa dan Kekebalan

Nota kesepahaman ini tidak dapat dianggap sebagai pengabaian (waiver) atas segala hak
istimewa dan kekebalan UNESCO.

Pasal 7
Ganti Rugi

Pemerintah harus, dengan biayanya sendiri, menjamin dan melindungi UNESCO, staffnya,
agennya, dan pegawainya dari semua tuntutan, gugatan, permintaan, dan kewajiban dalam
segala bentuk, termasuk biaya-biaya dan pengeluaran yang muncul dari tindakan ataupun
penghilangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah.
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Pasal 8
Penyelesaian Sengketa

Para Pihak harus berupaya sebaik-baiknya untuk menyelesaikan secara damai segala
sengketa, kontroversi, dan tuntutan yang muncul dari Nota Kesepahaman ini, ataupun yang
muncul dari penghentian, terminasi dan tidak validnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
Notifikasi

Segala bentuk komunikasi tertulis ataupun notifikasi mengenai Nota Kesepahaman ini dapat
dikirimkan ke alamat-alamat berikut:

Untuk Komnas HAM:
Komnas HAM

Jalan Latuharhary No. 4 B, Menteng
Jakarta Pusat 10310

Untuk UNESCO:
UNESCO Office, Jakarta
Jalan Galuh 2 No. 5

KebayoranBaru, Jakarta Selatan 12110
Republic of Indonesia

Pasal 10
Ketentuan Tambahan
Komnas HAM dan UNESCO dapat, apabila dibutuhkan, membuat ketentuan tambahan,
sesuai ketetapan, untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
Pasal 11
Amandemen
Nota Kesepahaman ini dapat diamandemen setiap waktu oleh Para Pihak melalui
kesepakatan tertulis.
Pasal 12
Evaluasi
Para Pihak setuju untuk melaksanakan evalusi periodik atas Nota Kesepahaman ini satu kali
setiap tahun.
Pasal 13

Pemberlakuan, Durasi, dan Terminasi

Nota Kesepahaman in berlaku setelah penandatangan dilakukan oleh perwakilan sah dari
Para Pihak.

Nota Kesepahaman ini akan berlaku selama 2 (dua) tahun dari tanggal penandatangan.
Perpanjangan masa berlaku dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
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Masing-masing Pihak dapat menterminasi Nota Kesepahaman ini setiap waktu dengan
memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai maksudnya untuk
menterminasi Nota Kesepahaman ini, paling tidak 6 bulan sebelum tanggal terminasi yang
dimaksud.

Dalam kasus pelanggaran terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini oleh Para
Pihak, atau dalam kasus adanya pertidaksetujuan fundamental antar Pihak, Para Pihak
dapat menterminasi Nota Kesepahaman ini secara tertulis dan dengan efek langsung.

Demikianlah, yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai pihak yang berkuasa, telah
menandatangani Nota Kesepahaman dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan
dalam empat Salinan. Dalam kasus di mana terdapat perbedaan interpretasi, maka text
Bahasa Inggris yang akan berlaku.

Untuk Komnas HAM Untuk United Nations Educational
Scientific and Cultural Organization
(UNESCO)

/
Nur Kholis Shahbaz Khan
Ketua Director and Repre ative
UNESCO Office, Jakart

Date: 12 Juni 2017 Date: 12 Juni 2017
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